ACEH DARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR: 2 ‘TALIUN 2006

TENTANG

. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
" NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLATT YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT -

Alihde L ny

Aenimbang a. bahwa dalam rangka-meningkatkan Pendapatan Asli Daeral, salah satu upaya
yang dilakukan adalah’dengdn mengoptimalkan penggalian potensi dacrah
baik yang tclah menjadi objck retribusi dacrah maupun dengan menggali
potensi-polensi dacrah yang barug
b.  bahwa Retribusi Terminal scbagai salah satu sumber Pendapatan Daerah
dipandang sudah tidak scsuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat
- ini, schingga dirasa perlu untuk discsuaikan;
¢.  bahwa untuk maksud tersebut, pertu menetapkan dalam suatu Qanus.

Undang-undang Nomor 7 (Drl) Tahun 1956 lentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daceah Provinsi Sumatra
Utara Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang .Pembentukan .
X Kabupaten Acch Baral Daya, Kabupaten Gayo Lucs,; Kabupaten Acch Jaya,
' Kabupalen Nagan Raya dan Kabupaten Acch Tamiang di Provinsi Nanggroe

.~ Acch Darussalam. | ,

2. . Undang-undang Nomor 49 Tahun' 1960 tentang Panitia Urusan Piutang

Negara. . ' , . ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. . Undang-undang Nomcr 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alas: Undang-
* undang Nomor 18 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah. :
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i 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Kliusus bagi

‘ ' Provinsi Dacrah  Istimewa ‘Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam. '

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentekan Peraturan:
Perundang-undangan ' :

7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemcrintah Dacrah.

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacral. ‘

9. Peraturan Pemerintah Nomeor 25 ‘Tahun 2000 (entang Kewenangan -

- Pemerintaly dan Kewenangan Provinsi sebagai Dacrah Otonom, '
10, " Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Relribusi Dacrah.




